
 
 

 

 

 

PERATURAN BUPATI BREBES 

NOMOR    2   TAHUN  2024 

 

TENTANG 

 

PEDOMAN PELAKSANAAN 

 KEGIATAN/PEKERJAAN 

BAGI PERANGKAT DAERAH 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  

BUPATI BREBES, 

 

Menimbang : a. bahwa agar pelaksanaan kegiatan yang telah diprogramkan 

dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dapat 

berjalan lancar, efektif, efisien, akuntabel, transparan, 

memperhatikan asas keadilan dan kepatutan serta sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang undangan, maka 

perlu membentuk pedoman teknis; 

b. bahwa guna menjamin kepastian hukum pelaksanaan 

Kegiatan/Pekerjaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten 

Brebes, perlu menyusun Pedoman Pelaksanaan Kegiatan/ 

Pekerjaan bagi Perangkat Daerah; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 

Pedoman Pelaksanaan Kegiatan/Pekerjaan bagi Perangkat 

Daerah; 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan 

SALINAN 



 
 

Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 1950 Nomor 42); 

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa 

Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6018) sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 nomor 

245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6573); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang 

Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa 

Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6867); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan 

Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor  6523); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6322);  



 
 

8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 

tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63); 

9. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar 

Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 Tentang 

Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2023 Nomor 112); 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN 

KEGIATAN/PEKERJAAN BAGI PERANGKAT DAERAH. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pengertian 

Pasal 1 

 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud  dengan  : 

1. Daerah adalah Kabupaten Brebes. 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan 

yang menjadi kewenangan Daerah otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Brebes. 

4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara selanjutnya disingkat APBN adalah 

rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan 

Perwakilan Rakyat. 

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD  

adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan 

disetujui  bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan 

Peraturan Daerah. 

6. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Bupati dan DPRD dalam 

penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.  



 
 

7. Unit Kerja adalah bagian dari Perangkat Daerah yang melaksanakan satu 

atau beberapa program. 

8. Program adalah bentuk instrumen kebijakan Perangkat Daerah yang berisi 

satu atau lebih Kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan perangkat daerah 

atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk 

mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Daerah. 

9. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih 

unit kerja pada Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran 

terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan 

pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), 

barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari 

beberapa atau ke semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) 

untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. 

10. Keluaran adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh Kegiatan yang 

dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan Program 

dan kebijakan. 

11. Hasil adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya Keluaran dari 

Kegiatan dalam satu Program. 

12. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu Program atau Keluaran 

yang diharapkan dari suatu kegiatan 

13. Kinerja adalah Keluaran/ Hasil dari Program/ Kegiatan yang akan atau telah 

dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan 

kualitas yang terukur. 

14. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut 

DPA-Perangkat Daerah adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja 

dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh 

pengguna anggaran. 

15. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi 

perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban 

dan pengawasan keuangan daerah. 

16. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selanjutnya disingkat PPKD adalah  

Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut 

dengan Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan 

APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.  

17. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang 

bertindak dalam kapasitas sebagai BUD. 

18. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD 

adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas 

Bendahara Umum Daerah. keuangan pada SKPD. Pengguna Anggaran yang 



 
 

selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan 

anggaran Kementerian Negara/Lembaga/ Perangkat Daerah. 

19. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat 

yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna 

anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah. 

20. Pengguna Barang/Jasa adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan 

barang/jasa milik daerah di masing-masing Perangkat Daerah. 

21. Pejabat Penandatangan Kontrak adalah PA atau KPA yang berwenang atau 

diberikan wewenang untuk melakukan perikatan dengan pihak lain. 

22. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah 

pejabat pada Perangkat Daerah yang melaksanakan satu atau beberapa 

kegiatan dari suatu program  sesuai dengan bidang tugasnya. 

23. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang 

selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi 

tata usaha keuangan pada Perangkat Daerah. 

24. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat yang ditunjuk menerima, 

menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan 

mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan Belanja Daerah dalam 

rangka pelaksanaan APBD pada SKPD. 

25. Bendahara Penerimaan adalah pejabat yang ditunjuk untuk  menerima, 

menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan 

uang Pendapatan Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD. 

26. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan 

Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/ 

Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya 

sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. 

27. Pejabat Pengadaan adalah pejabat administrasi/ pejabat fungsional/personel 

yang bertugas melaksanakan Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, 

dan/atau E-purchasing. 

28. Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat UKPBJ adalah 

unit kerja Pemerintahan Daerah yang menjadi pusat keunggulan Pengadaan 

Barang/Jasa. 

29. Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disebut Pokja Pemilihan adalah 

sumber daya manusia yang ditetapkan oleh pimpinan UKPBJ untuk 

mengelola pemilihan Penyedia. 

30. Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah 

aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, reviu, pemantauan, 

evaluasi,  dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan 

fungsi Pemerintah. 



 
 

31. Pengelola Pengadaan Barang/Jasa adalah Pejabat Fungsional yang diberi 

tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang 

berwenang untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa. 

32. Agen Pengadaan adalah UKPBJ atau Pelaku Usaha yang melaksanakan 

sebagian atau seluruh pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa yang diberi 

kepercayaan oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah sebagai pihak 

pemberi pekerjaan. 

33. Penyedia Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Penyedia adalah 

Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak. 

34. Pakta Integritas adalah surat pernyataan yang berisi ikrar untuk mencegah 

dan tidak melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme dalam Pengadaan 

Barang/Jasa. 

35. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak 

maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan 

atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang. 

36. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang 

meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan 

pembangunan kembali suatu bangunan. 

37. Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan 

keahlian tertentu di berbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya 

olah pikir (brainware). 

38. Jasa Lainnya adalah jasa non-konsultansi atau jasa yang membutuhkan 

peralatan, metodologi khusus, dan/ atau keterampilan dalam suatu sistem 

tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu 

pekerjaan. 

39. Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa adalah tanda bukti pengakuan 

dari pemerintah atas kompetensi dan kemampuan profesi dibidang 

Pengadaan Barang/Jasa. 

40. Swakelola adalah Pengadaan Barang/Jasa dimana pekerjaannya 

direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh Perangkat Daerah 

sebagai penanggung jawab anggaran, instansi pemerintah lain, organisasi 

masyarakat dan/atau kelompok masyarakat. 

41. Dokumen Pemilihan adalah dokumen yang ditetapkan oleh Pokja 

Pemilihan/Pejabat Pengadaan/Agen Pengadaan yang memuat informasi dan 

ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam pemilihan Penyedia. 

42. Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Kontrak adalah 

perjanjian tertulis antara PA/ KPA/PPK dengan Penyedia Barang/Jasa atau 

pelaksana Swakelola. 



 
 

43. Tender adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia 

Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya. 

44. Seleksi adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Jasa 

Konsultansi. 

45. Tender/Seleksi Internasional adalah pemilihan Penyedia Barang/Jasa 

dengan peserta pemilihan dapat berasal dari pelaku usaha nasional dan 

pelaku usaha asing. 

46. Penunjukan Langsung adalah metode pemilihan untuk mendapatkan 

Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya 

dalam keadaan tertentu. 

47. Pengadaan Langsung Barang/ Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya adalah 

metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan 

Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 

(dua ratus juta rupiah). 

48. Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi adalah metode pemilihan untuk 

mendapatkan Penyedia Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak 

Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). 

49. E-reverse Auction adalah metode penawaran harga secara berulang. 

50. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan 

usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana 

dimaksud dalam Undang-Undang tentang Usaha Mikro, Kecil, dan 

Menengah. 

51. Surat Jaminan yang selanjutnya disebut Jaminan adalah jaminan tertulis 

yang dikeluarkan oleh Bank Umum/ Perusahaan Penjaminan/ Perusahaan 

Asuransi/ lembaga keuangan khusus yang menjalankan usaha di bidang 

pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk mendorong ekspor Indonesia 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lembaga 

pembiayaan ekspor Indonesia. 

52. Jaminan penyelesaian pekerjaan adalah jaminan yang diterbitkan oleh Bank 

Umum yang berlokasi di wilayah Kabupaten Brebes untuk menyelesaikan 

sisa pekerjaan. 

53. Pekerjaan Kompleks adalah pekerjaan yang memerlukan teknologi tinggi, 

mempunyai risiko tinggi, menggunakan peralatan yang didesain khusus 

dan/atau pekerjaan yang bernilai di atas Rp100.000.000.000,00 (seratus 

miliar rupiah). 

54. Pengadaan Secara Elektronik atau E-Procurement adalah Pengadaan 

Barang/Jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi 

dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 



 
 

55. Layanan Pengadaan Secara Elektronik adalah layanan pengelolaan teknologi 

informasi untuk memfasilitasi pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa secara 

elektronik. 

56. E-Tendering adalah tata cara pemilihan penyedia Barang/Jasa yang 

dilakukan secara terbuka dan dapat diikuti oleh semua Penyedia 

Barang/Jasa yang terdaftar pada sistem pengadaan secara elektronik dengan 

cara menyampaikan 1 (satu) kali penawaran dalam waktu yang telah 

ditentukan. 

57. Katalog elektronik atau E-Catalogue adalah sistem informasi elektronik yang 

memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis dan harga barang tertentu dari 

berbagai Penyedia Barang/Jasa Pemerintah. 

58. E-Purchasing adalah tata cara pembelian Barang/Jasa melalui sistem katalog 

elektronik. 

59. Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan yang selanjutnya disingkat 

SIRUP adalah aplikasi sistem informasi rencana umum pengadaan berbasis 

web yang berfungsi sebagai sarana atau alat untuk mengumumkan RUP 

(Rencana Umum Pengadaan ). 

60. Rencana Umum Pengadaan yang selanjutnya disingkat RUP adalah kegiatan 

yang terdiri dari identifikasi kebutuhan barang /jasa yang diperlukan, 

penyusunan dan penetapan rencana penganggaran sampai dengan 

penyusunan Kerangka Acuan Kerja. 

61. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah 

dokumen yang berkaitan dengan prosedur yang dilakukan secara kronologis 

untuk menyelesaikan satu pekerjaan yang bertujuan untuk memperoleh hasil 

kerja yang efektif dengan biaya yang efisien. 

62. Kelompok Masyarakat adalah kelompok masyarakat yang melaksanakan 

Pengadaan Barang/Jasa dengan dukungan anggaran belanja dari 

APBN/APBD. 

63. Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah 

organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela 

berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, 

kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi 

tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan 

Pancasila. 

64. E-marketplace Pengadaan Barang/Jasa adalah pasar elektronik yang 

disediakan untuk memenuhi kebutuhan barang/jasa pemerintah. 

65. Pengelola Pengadaan Barang/Jasa adalah Pejabat Fungsional yang diberi 

tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang 

berwenang untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa. 



 
 

66. Pelaku Usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang 

berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan 

berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara 

Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian 

menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. 

67. Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa adalah strategi Pengadaan Barang/Jasa 

yang menggabungkan beberapa paket Pengadaan Barang/Jasa sejenis. 

68. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak para 

pihak dalam kontrak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga 

kewajiban yang ditentukan dalam kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi. 

69. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah 

Badan Layanan Umum di Lingkungan Pemerintah  Badan Layanan Umum 

Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes.  

70. Pengadaan Barang/Jasa pada BLUD adalah kegiatan pengadaan barang/jasa 

oleh BLUD dengan sumber dana pendapatan BLUD. 

 

Pasal 2 

(1) Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi Pelaksanaan 

Kegiatan/Pekerjaan bagi perangkat Daerah yang pembiayaannya baik 

sebagian maupun seluruhnya bersumber dari APBD. 

(2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 

a. kegiatan dalam Belanja Daerah yang terdiri atas belanja operasi, belanja 

modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer; dan 

b. kegiatan Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola maupun Penyedia. 

(3) Kegiatan yang dikecualikan dari Peraturan Bupati ini adalah : 

a. Pengelolaan Keuangan dan Pengadaan Barang/Jasa pada BLUD yang 

seluruh biayanya bersumber dari anggaran BLUD bersangkutan; dan 

b. Pengelolaan Keuangan dan Pengadaan Barang/Jasa pada desa. 

c. Bantuan atau hibah dari luar negeri kepada Pemerintah Daerah 

 

BAB  II 

PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN/PEKERJAAN 

Pasal 3 

 

Pedoman dan Format Laporan Pelaksanaan Kegiatan/Pekerjaan bagi Perangkat 

Daerah merupakan pedoman dalam rangka pelaksanaan kegiatan/pekerjaan di 

lingkungan Pemerintah Daerah sesuai ruang lingkup sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 2. 

 



 
 

Pasal 4 

(1) Pedoman Pelaksanaan kegiatan/ Pekerjaan bagi Perangkat daerah 

menggunakan standar harga yang telah ditetapkan yang berfungsi sebagai: 

a. batas tertinggi yang besarannya tidak dapat dilampaui dalam 

pelaksanaan kegiatan; dan 

b. estimasi merupakan perkiraan besaran biaya tertinggi yang dapat 

dilampaui karena kondisi tertentu termasuk adanya kenaikan harga 

pasar. 

(2) Standar harga sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi:  

a. standar satuan harga; 

b. harga satuan pokok kegiatan; 

c. analisa standar belanja; dan 

d. standar biaya umum; 

(3) Ketentuan mengenai standar biaya perjalanan dinas luar negeri bagi 

pemerintah daerah mengacu pada ketentuan peraturan perundang-

undangan mengenai standar biaya masukan yang berlaku pada anggaran 

kementerian negara/ lembaga. 

(4) Pedoman Pelaksanaan Kegiatan/Pekerjaan bagi Perangkat Daerah 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal 5 

 

Pedoman Pelaksanaan Kegiatan/Pekerjaan bagi Perangkat Daerah  

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) terdiri dari: 

BAB I          :  Pendahuluan 

BAB II : Pedoman dalam Pembentukan 

Tim/Panitia 

BAB III : Pedoman dalam Pelaksanaan Belanja 

Daerah 

BAB IV : Pedoman dalam Pelaksanaan Perjalanan 

Dinas 

BAB V : Pedoman dalam Pengadaan Barang/Jasa 

BAB VI : Pedoman dalam Pelaksanaan Hibah dan 

Bantuan Sosial 

BAB VII : Pedoman dalam Pelaksanaan Jasa 

Konstruksi 

BAB VIII : Pengendalian dan Pelaporan 

BAB IX : Pembinaan, Pengawasan dan Sanksi 

BAB X : Format Laporan Pelaksanaan Kegiatan 



 
 

BAB XI : Penutup 

 

BAB III 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 6 

 

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Brebes 

Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan / Pekerjaan Bagi 

Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2022 Nomor 3) dicabut 

dan dinyatakan tidak berlaku. 

 

Pasal 7 

 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan  

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Brebes. 

 

Ditetapkan  di  Brebes 

pada tanggal 2 Februari 2024 

Pj. BUPATI  BREBES, 

 Ttd 

 

IWANUDDIN ISKANDAR 

Diundangkan di Brebes 
Pada tanggal 2 Februari 2024 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BREBES 

      
Ttd 
 
Ir.DJOKO GUNAWAN, M.T 
Pembina Utama Madya 
NIP. 19650903 198903 1 010 
BERITA DAERAH KAB.BREBES 
NOMOR 2 TAHUN 2024      
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